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Kebijakan Umum 

General Policy 

1. Dasar Hukum yang ditetapkan dalam Manual Direksi 

adalah: 

 Anggaran Dasar Perseroan. 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata 

Kelola Perusahaan Terbuka. 

 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

18/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen risiko 

bagi Bank Umum. 

 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG). 

 Peraturan Bank Indonesia 5/25/PBI/2003 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper 

Test). 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau 

Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan 

Terbuka. 

1. The legal basis set forth in the Manual of 

the Board of Directors is: 

 The Company's Articles of Association. 

 Regulation of the Financial Services 

Authority number 33 / POJK.04 / 2014 

concerning the Board of Directors and 

Board of Commissioners of Issuers or 

Public Companies. 

 Regulation of the Financial Services 

Authority number 21 / POJK.04 / 2015 

on the Implementation of Open 

Corporate Governance Guidelines. 

 Bank Indonesia Regulation no. 5/8 / PBI / 

2003 concerning Application of Risk 

Management for Commercial Banks. 

 Regulation of the Financial Services 

Authority number 18 / POJK.03 / 2016 

on the application of Risk Management 

for Commercial Banks. 

 Bank Indonesia Regulation no. 8/4 / PBI / 

2006 on the Implementation of Good 

Corporate Governance (GCG). 

 Bank Indonesia Regulation 5/25 / PBI / 

2003 on Fit and Proper Test (Fit and 

Proper Test). 

 Regulation of Financial Services 

Authority number 27 / POJK.03 / 2016 

regarding Assessment of Ability and Fit 

for Main Parties Financial Service 

Institution. 

 Financial Services Authority Regulation 

number 11 / POJK.04 / 2017 regarding 

Ownership Report or Any Changes in 

Public Company Share Ownership. 

2. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Komisaris-Direksi 

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, 

serta memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi wajib 

melaporkan secara berkala atau secara khusus kepada 

Dewan Komisaris hal-hal sebagai berikut: 

 Mengenai eksposur – eksposur risiko kepada Dewan 

Komisaris. Media yang digunakan dapat bersifat 

laporan khusus yang mencerminkan penerapan 

kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan atau 

Profil Risiko Bank yang mencerminkan setiap jenis 

risiko. 

 Permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan 

2. Basic Principles of Commissioner-Director's 

Working Relations 

The Board of Commissioners acts as the 

supervisor of the duties and responsibilities 

of the Board of Directors, as well as advises 

the Board of Directors. The Board of 

Directors shall report periodically or 

specifically to the Board of Commissioners 

on the following matters: 

 Regarding the exposure - risk exposure 

to the Board of Commissioners. The 

medium used may be a special report 

reflecting the implementation of risk 
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transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui 

kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga 

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 

 

management policies and procedures 

and / or Bank Risk Profile that reflect 

each type of risk. 

 The application or recommendation of 

the Board of Directors in connection 

with transactions or business activities 

that exceed the authority of the Board 

of Directors to decide upon which 

requires the approval of the Board of 

Commissioners. 

3. Persyaratan Direksi 

 Integritas 

o Memiliki akhlak dan moral yang baik. 

o Cakap melakukan perbuatan hukum. 

o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

o Memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan operasional Bank yang sehat. 

o Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus(DTL). 

o Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan 

dan/ atau mengulangi perbuatan dan/ atau 

tindakan yang mengindikasikan permasalahan 

integritas dan/ atau kelayakan keuangan yang 

meliputi: 

 Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung berupa: 

 Menyembunyikan dan/ atau mengaburkan 

pelanggaran dari suatu ketentuan atau 

kondisi keuangan dan/ atau transaksi yang 

sebenarnya. 

 Memberikan keuntungan secara tidak wajar 

kepada Pemegang Saham, anggota Dewan 

Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/ 

atau pihak lain yang dapat merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank. 

 Melanggar prinsip kehati–hatiandi bidang 

perbankan dan asas–asas perbankan yang 

sehat. 

 Terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang 

telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 Terbukti menyebabkan Bank mengalami 

kesulitan yang membahayakan kelangsungan 

usahanya atau dapat membahayakan industri 

perbankan. 

 Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas 

Jasa Keuangan/Bank Indonesia untuk melakukan 

dan/ atau tidak melakukan tindakan tertentu. 

 Terbukti menolak memberikan komitmen dan/ 

atau tidak memenuhi komitmen yang telah 

disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan/Bank 

3. Board of Directors' Requirements 

 Integrity 

o Have good character and morals. 

o Be able to do legal deeds. 

o Have a commitment to comply with 

applicable laws and regulations. 

o Have a high commitment to the 

development of healthy Bank 

operations. 

o Not included in the Disqualified List 

(DTL). 

o Have a commitment not to commit 

and / or repeat actions and / or 

actions that indicate integrity and / 

or financial feasibility issues that 

include: 

 Acts either directly or indirectly 

in the form of: 

 Hiding and / or obscuring 

infringement of an actual 

financial terms and / or 

transaction. 

 Provide an unfair advantage 

to Shareholders, members of 

the Board of Commissioners, 

members of the Board of 

Directors, employees, and / or 

other parties who may harm 

or reduce the Bank's profits. 

 Violate prudential principles in 

banking and sound banking 

principles. 

 It is proven that certain crimes 

have been severed by the court 

and have permanent legal 

powers. 

 It is proven that the Bank is 

experiencing difficulties that 

endanger the continuity of its 

business or may endanger the 

banking industry. 
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Indonesia dan/ atau Pemerintah. 

 Kompetensi 

o Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai 

dan relevan dengan jabatannya. 

o Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan 

/ atau bidang keuangan. 

o Kemampuan untuk melakukan pengelolaan 

strategis dalam rangka pengembangan Bank yang 

sehat. 

o Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman 

dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank. 

o Untuk calon Direktur yang membawahi Fungsi 

Kepatuhan wajib memiliki integritas dan 

pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan 

perbankan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Reputasi Keuangan 

o Tidak termasuk dalam daftar kredit macet. 

o Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi 

atau Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. 

 Proven not to execute the order 

of the Financial Services 

Authority / Bank Indonesia to 

perform and / or not perform 

certain actions. 

 It is proven to refuse to commit 

and / or does not fulfill the 

commitments agreed with the 

Financial Services Authority / 

Bank Indonesia and / or the 

Government. 

 Competence 

o Knowledge in the field of banking is 

adequate and relevant to his 

position. 

o Experience and expertise in banking 

and / or finance. 

o The ability to undertake strategic 

management in the framework of 

developing a sound Bank. 

o Majority of members of the Board of 

Directors shall have experience in 

the Bank's operations for at least 5 

(five) years as Executive Officers at 

the Bank. 

o For the candidate Director who 

oversees the Compliance Function 

must have integrity and adequate 

knowledge of banking regulations 

and prevailing laws and regulations. 

 Financial Reputation 

o Not included in the list of bad debts. 

o Have never been declared bankrupt 

or become Board of Directors or 

Commissioners found guilty of 

causing a company to be declared 

bankrupt, within 5 (five) years 

before being nominated. 

4. Keanggotaan Direksi 

 Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 

 Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. 

 Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. 

 Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang 

independen terhadap pemegang saham pengendali. 

 Anggota Direksi baik secara sendiri–sendiri atau 

bersama–sama dilarang memiliki saham melebihi 

25%(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor 

pada suatu perusahaan lain. 

 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib 

memenuhi persyaratan independensi. 

 Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur 

4. Membership of the Board of Directors 

 The number of members of the Board of 

Directors is at least 3 (three) persons. 

 All members of the Board of Directors 

shall be domiciled in Indonesia. 

 The Board of Directors is chaired by the 

President Director. 

 The President Director shall come from 

an independent party to the controlling 

shareholder. 

 Members of the Board of Directors 

either individually or jointly are 

prohibited from owning shares 
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dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

 Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau 

keuangan memiliki keahlian dan / atau pengetahuan di 

bidang akuntansi. 

exceeding 25% (twenty five percent) of 

paid up capital in another company. 

 The Director in charge of the 

Compliance Function shall comply with 

the requirements of independence. 

 The President Director and / or Vice 

President Director are prohibited from 

serving concurrently as Director in 

charge of the Compliance Function. 

 The director in charge of accounting or 

finance has expertise and / or 

knowledge in accounting. 

5. Masa Jabatan Direksi 

 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang 

mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS 

yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan 

dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk 

memberhentikan mereka sewaktu – waktu dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan – peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

 Direksi dapat dipilih kembali untuk periode masa 

jabatan yang akan datang. 

 Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan 

anggota Direksi oleh Dewan Komisariskepada Rapat 

Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan 

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 

5. The term of office of the Board of Directors 

 Members of the Board of Directors shall 

be appointed by the GMS for a period of 

5 (five) years from the date of the 

General Meeting of Shareholders which 

appoints them up to the closing of the 

fifth AGMS after the date of their 

appointment and without prejudice to 

the right of the General Meeting of 

Shareholders to dismiss them at any 

time subject to the provisions of the 

statutory regulations - applicable 

invitations. 

 The Board of Directors may be re-

elected for a term of office in the future. 

 Any proposed replacement and / or 

appointment of members of the Board 

of Directors by the Board of 

Commissioners to the General Meeting 

of Shareholders should consider the 

recommendations of the Remuneration 

and Nomination Committee. 

6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 

Direksi Bank memastikan pemahaman terhadap 

manajemen risiko beserta perkembangannya melalui 

pemenuhan ketentuan sertifikasi dan penyegaran, 

mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan 

perbankan, serta mengetahui dan memahami 

perkembangan karakteristik dan kompleksitas kegiatan 

Bank. 

6. Introduction and Capability Improvement 

Program 

The Bank's Board of Directors ensures an 

understanding of risk management along 

with its progress through compliance with 

certification and refresh provisions, 

following the development of banking rules 

and regulations, as well as knowing and 

understanding the development of the 

Bank's characteristics and complexity. 

7. Definisi 

Komisaris:  Bagi Bank berbentuk hukum 

Perseroan Terbatas adalah 

komisaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 

angka 6 Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 

7. Definition 

Commissio

ner: 

 For a Bank legally 

incorporated as a Limited 

Liability Company is a 

commissioner as referred 

to in Article 1 number 6 of 

Act Number 40 of 2007 
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tentang Perseroan Terbatas; 

 Bagi Bank berbentuk hukum 

Perusahaan Daerah adalah 

pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 

Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah; 

 Bagi Bank berbentuk hukum 

Koperasi adalah pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian. 

 

 

Direksi:Direksi:Direksi:Direksi:     Bagi Bank berbentuk hukum 

Perseroan Terbatas adalah 

Direksi Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; 

 Bagi Bank berbentuk hukum 

Perusahaan Daerah adalah 

Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 

Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah; 

 Bagi Bank berbentuk hukum 

Koperasi adalah pengurus 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian; 

 Bagi Kantor Cabang Bank 

Asing adalah Pimpinan Kantor 

Cabang; 

 Bagi Kantor Perwakilan Bank 

Asing adalah Pemimpin 

Kantor Perwakilan. 

 

 

 

Pejabat 

Eksekutif 

Pejabat yang bertanggung jawab 

langsung kepada Direksi atau 

mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan dan operasional 

perusahaan atau Bank, antara lain 

Pemimpin Kantor Cabang dan 

Kepala Satuan Kerja Audit Intern. 

concerning Limited 

Liability Companies; 

 For a Bank legally 

incorporated as a Regional 

Government Enterprise is 

a supervisor as referred to 

in Article 19 of Act 

Number 5 of 1962 

concerning Regional 

Government Enterprises; 

 For a Bank legally 

incorporated as a 

Cooperative is a supervisor 

as referred to in Article 38 

of Act Number 25 of 1992 

concerning Cooperatives. 

Board of 

Directors: 

 For a Bank legally 

incorporated as a Limited 

Liability Company is Board 

of Directors Article 1 

number 5 of Law Number 

40 Year 2007 regarding 

Limited Liability Company; 

 For a Bank legally 

incorporated as a Regional 

Government Enterprise is 

the Board of Directors as 

referred to in Article 11 of 

Act Number 5 of 1962 

concerning Regional 

Government Enterprises; 

 For a Bank legally 

incorporated as a 

Cooperative is a board as 

referred to in Article 29 of 

Act Number 25 of 1992 

concerning Cooperatives; 

 For Branch Offices of 

Foreign Banks are Head of 

Branch Offices; 

 For the Representative 

Office of a Foreign Bank is 

the Head of the 

Representative Office. 

Executive 

Officer 

Officials directly responsible to 

the Board of Directors or 

having influence on the 

policies and operations of the 

company or Bank, including 

Branch Head and Head of the 

Internal Audit Unit. 
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Daftar Tidak 

Lulus 

Daftar pihak-pihak yang 

mendapat predikat Tidak Lulus 

dalam penilaian kemampuan dan 

kepatutan terhadap Pemegang 

Saham Pengendali, Pengurus dan 

Pejabat Eksekutif 

Komisaris 

Independen 

Anggota Dewan Komisaris yang 

tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham dan / atau 

hubungan keluarga dengan 

anggota Dewan Komisaris lainnya, 

Direksi dan / atau pemegang 

saham pengendali atau hubungan 

lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

 

Pihak 

Independen 

Pihak di luar Bank yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, 

kepengurusan, kepemilikan 

saham dan / atau hubungan 

dengan Dewan Komisaris, Direksi 

dan / atau pemegang saham 

pengendali atau hubungan lain 

yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Suatu tata kelola Bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran 

(fairness). 

Satuan 

Kerja 

Manajemen 

Risiko 

(SKMR) 

Satuan Kerja Manajemen Risiko 

sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan tentang Penerapan 

Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum. 

Satuan 

Kerja Audit 

Intern 

(SKAI) 

Satuan kerja yang melaksanakan 

fungsi audit intern. 

Rencana 

Strategis 

Teknologi 

Informasi 

Dokumen yang menggambarkan 

visi dan misi teknologi informasi 

Bank, strategi yang mendukung 

visi dan misi tersebut dan prinsip-

prinsip utama yang menjadi acuan 

Disqualified 

List 

A list of predicate parties Not 

graduated in a fit and proper 

test of the Controlling 

Shareholder, Executive Officer 

and Executive Officer 

 

Independe

nt 

Commissio

ner 

Members of the Board of 

Commissioners who have no 

financial, management, share 

ownership and / or family 

relationships with other 

members of the Board of 

Commissioners, the Board of 

Directors and / or other 

controlling shareholders or 

relationships that may affect 

their ability to act 

independently. 

Independe

nt Party 

Any party outside the Bank 

who has no financial 

relationship, stewardship, 

share ownership and / or 

relationship with the Board of 

Commissioners, the Board of 

Directors and / or other 

controlling shareholder or 

other relationship that may 

affect its ability to act 

independently. 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

A Bank governance that 

applies the principles of 

transparency, accountability, 

responsibility, independence, 

and fairness. 

 

 

 

Risk 

Manageme

nt Work 

Unit 

(SKMR) 

The Risk Management Work 

Unit as referred to in the 

provisions on the Application 

of Risk Management for 

Commercial Banks. 

Internal 

Audit Unit 

(SKAI) 

Work units that perform 

internal audit functions. 

 

 

Information 

Technology 

Strategic 

Plan 

Document describing the 

vision and mission of the 

Bank's information 

technology, the strategy that 

supports the vision and 
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dalam penggunaan teknologi 

informasi untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis dan mendukung 

rencana strategis jangka panjang. 

 

 

Risk 

Appetite 

Merupakan tingkat risiko yang 

bersedia diambil oleh Bank dalam 

rangka mencapai sasaran atau 

tingkat laba yang diharapkan. 

Risk 

Tolerance 

Merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk memantau 

eksposur dibandingkan dengan 

risk appetite yang telah 

ditetapkan. 
 

mission and the key principles 

that become the reference in 

the use of information 

technology to meet business 

needs and support long-term 

strategic plans. 

Risk 

Appetite 

It is the level of risk that the 

Bank is willing to take in order 

to achieve the expected target 

or level of profit. 

Risk 

Tolerance 

It is a measure used to 

monitor exposure compared 

to predetermined risk 

appetite. 

 
 

 

Tugas dan Tanggungjawab 

Duties and Responsibilities 

 

1. Tanggung Jawab Dewan Direksi 

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

1. Responsibility of the Board of Directors 

The Board of Directors is fully responsible 

for the maintenance of the Company for the 

purposes and objectives of the Company 

and represents the Company both inside 

and outside the court. 

2. Tugas dan Kewajiban Direksi 

 Umum 

o Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

kepengurusan Bank. 

o Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana 

diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

o Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan 

usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

o Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, 

auditor eksternal, hasil pengawasan Bank 

Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas 

lain. 

o Direksi wajib mempertanggung–jawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

o Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai 

kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang 

kepegawaian. 

o Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan 

Komisaris. 

2. Duties and Obligations of the Board of 

Directors 

 General 

o The Board of Directors is fully 

responsible for the execution of the 

Bank's management. 

o The Board of Directors shall manage 

the Bank in accordance with its 

authorities and responsibilities as 

stipulated in the Articles of 

Association and prevailing laws and 

regulations. 

o The Board of Directors shall 

implement the principles of Good 

Corporate Governance (GCG) in 

every business activity of the Bank 

at all levels or levels of the 

organization. 

o The Board of Directors shall follow 

up on audit findings and 

recommendations from the Bank 

Internal Audit Work Unit, external 

auditors, Bank Indonesia / OJK 

supervisory results and / or 

supervisory results of other 

authorities. 
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o Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan 

terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua 

tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. 

o Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi 

Kepatuhan Bank. 

 

 Tugas yang berhubungan dengan Anggaran Dasar 

Perseroan 

o Direksi bertanggung jawab penuh dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan 

perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 

o Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya 

dengan mengindahkan peraturan perundang–

undangan yang berlaku. 

o Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan 

diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala 

kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain 

dan pihak lain dengan perseroan, serta 

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai 

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi 

dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan 

tertulis dari Dewan Komisaris untuk: 

 Mendirikan usaha baru atau turut serta pada 

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

 Membeli/ menjual/ mengalihkan hak barang 

tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan–

perusahaan, menjaminkan/ mengagunkan atau 

memberati harta kekayaan perseroan, mengikat 

perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 

5.000.000.000.-(lima miliar rupiah) atau lebih 

dan tidak melebihi dari 50% (lima 

puluhperseratus) aset perseroan. 

o Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan 

hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 

sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 

(satu) tahun buku baik dalam 1(satu) transaksi atau 

beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau 

berkaitan satu sama lain harus mendapat 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang 

dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang 

memiliki 75% (tujuhpuluh lima perseratus) dari 

jumlah seluruh saham atau hak suara. 

 

 Tugas yang terkait dengan strategi dan rencana kerja 

o Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi 

dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi 

Informasi. 

o Memastikan bahwa: 

 Teknologi informasi yang digunakan Bank dapat 

o The Board of Directors shall be 

responsible for the performance of 

their duties to shareholders through 

the General Meeting of 

Shareholders. 

o The Board of Directors shall disclose 

to employees of Bank policies that 

are strategic in the field of 

personnel. 

o The Board of Directors shall provide 

accurate, relevant and timely data 

and information to the Board of 

Commissioners. 

o The Board of Directors shall develop 

and realize the implementation of 

the Compliance Culture at all levels 

of the organization and business 

activities of the Bank. 

o The Board of Directors shall ensure 

the Bank's Compliance Function. 

 

 Tasks related to the Company's Articles 

of Association 

o The Board of Directors is fully 

responsible in performing its duties 

for the benefit of the company in 

achieving its aims and objectives. 

o Each member of the Board of 

Directors shall in good faith and with 

full responsibility carry out its duties 

by heeding the prevailing laws and 

regulations. 

o The Board of Directors shall be 

entitled to represent the Company 

inside and outside the court on all 

matters in any event, binding the 

company with other parties and 

other parties with the company, and 

carrying out all acts, whether 

concerning stewardship or 

ownership, but with restrictions and 

require written approval from the 

Board of Commissioners: 

 Establish new business or 

participate in other companies 

both inside and outside the 

country. 

 Buy / sell / transfer rights of 

immovable property (fixed 

assets) and companies, pledge / 

collect or weigh the assets of the 
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mendukung perkembangan usaha, pencapaian 

tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan 

kepada nasabah. 

 Terdapat upaya peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia yang terkait dengan 

penggunaan teknologi informasi. 

 Penerapan proses manajemen risiko dalam 

penggunaan teknologi informasi dilaksanakan 

secara memadai dan efektif. 

 Tersedianya kebijakan dan prosedur teknologi 

informasi yang memadai dan dikomunikasikan 

serta diterapkan secara efektif baik pada satuan 

kerja penyelenggara maupun pengguna 

teknologi informasi. 

 Terdapat sistem pengukuran kinerja proses 

penyelenggaraan teknologi informasi yang 

paling kurang dapat: 

 Mendukung proses pemantauan terhadap 

implementasi strategi. 

 Mendukung penyelesaian proyek. 

 Mengoptimalkan pendayagunaan sumber 

daya manusia dan investasi pada 

infrastruktur. 

 Meningkatkan kinerja proses 

penyelenggaraan teknologi informasi dan 

kualitas layanan penyampaian hasil proses 

kepada pengguna. 

o Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara 

efektif. 

o Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis 

kepada: 

 Pemegang Saham Bank. 

 Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 

 

 Tugas yang terkait dengan penyusunan RBB 

o Direksi wajib melaksanakan prinsip–prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan 

usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, 

misi, rencana strategis dan pelaksanaan kebijakan. 

o Direksi menetapkan Rencana Strategis teknologi 

informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan 

teknologi informasi. 

o Direksi memberikan persetujuan terhadap rencana 

stratejik dan setiap perubahannya, serta melakukan 

review berkala (minimal 1 tahun sekali) terhadap 

rencana stratejik dalam rangka memastikan 

kesesuaiannya. 

o Direksi memantau kondisi internal (kelemahan dan 

kekuatan Bank) dan perkembangan faktor/ kondisi 

eksternal yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi strategi usaha Bank yang telah 

company, binding the company 

as a guarantor worth Rp. 

5,000,000,000.- (five billion 

rupiahs) or more and does not 

exceed 50% (fifty percent) of the 

company's assets. 

o The legal act of transferring, 

disposing of rights or making a 

guarantee of the debt of all or most 

of the company's assets within 1 

(one) financial year either in one 

transaction or several transactions 

that stand alone or in relation to 

each other shall be approved by the 

General Meeting of Holders Shares 

attended or represented by 

shareholders holding 75% (seventy 

five percent) of the total number of 

shares or voting rights. 

 

 Tasks related to strategies and 

workplans 

o Establish Strategic Plan for 

Information Technology and Bank 

policy related to the use of 

Information Technology. 

o Ensure that: 

 Information technology used by 

the Bank can support business 

development, achievement of 

Bank business objectives and 

continuity of service to 

customers. 

 There is an effort to improve the 

competence of human resources 

related to the use of information 

technology. 

 Implementation of risk 

management process in the use 

of information technology 

implemented adequately and 

effectively. 

 Availability of policies and 

procedures of information 

technology that are adequate 

and communicated and applied 

effectively both in the work unit 

of the organizers and users of 

information technology. 

 There is a system of performance 

measurement process of 
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ditetapkan. 

 

 Tugas yang terkait dengan pengelolaan manajemen 

risiko 

o Menyusun kebijakan dan strategi manajemen 

risiko. 

o Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 

manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil. 

o Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang 

membutuhkan persetujuan Direksi. 

o Mengembangkan budaya Manajemen Risiko. 

o Meningkatkan kompetensi SDM. 

o Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah 

beroperasi secara independen. 

o Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan 

implementasi SistemInformasiManajemen serta 

ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit 

risiko. 

o Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan 

Bank memahami dan mengimplementasikan 

manajemen risiko beserta wewenang/ tanggung 

jawab/ budaya risiko melalui berbagai media yang 

tersedia. 

 

 Tugas yang terkait dengan pengendalian internal 

o Bertanggung jawab menciptakan dan memelihara 

Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta 

memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara 

aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian 

intern yang ditetapkan Bank. 

o Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang 

bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi 

tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur 

pengendalian intern terhadap kegiatan operasional 

serta kecukupan organisasi. 

o Melakukan pengendalian yang efektif untuk 

memastikan bahwa para manajer dan pegawai 

telah mengembangkan dan melaksanakan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

o Mendokumentasikan dan mensosialisasikan 

struktur organisasi yang secara jelas 

menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung 

jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu 

sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh 

jenjang organisasi Bank. 

o Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian 

intern telah dilaksanakan oleh manajer/ pejabat 

dan pegawai yang memiliki pengalaman dan 

kemampuan yang memadai. 

o Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan 

information technology 

implementation that at least can: 

 Support monitoring process of 

strategy implementation. 

 Support project completion. 

 Optimizing the utilization of 

human resources and 

investing in infrastructure. 

 Improve the performance of 

the process of providing 

information technology and 

the quality of service delivery 

to users. 

o The Board of Directors shall 

implement the Business Plan 

effectively. 

o The Board of Directors shall 

communicate the Business Plan to: 

 Bank Shareholders 

 All levels of organization 

available to the Bank. 

 

 Tasks related to the preparation of the 

RBB 

o The Board of Directors is required to 

implement the principles of Good 

Corporate Governance (GCG) in each 

of its business activities including 

during the preparation of vision, 

mission, strategic plan and policy 

implementation. 

o The Board of Directors determines 

the Bank's Information Technology 

Strategic Plan and the related 

policies of the use of information 

technology. 

o The Board of Directors approves the 

strategic plan and any changes, and 

conducts periodic review (at least 

once a year) of the strategic plan to 

ensure compliance. 

o The Board of Directors monitors the 

internal conditions (weakness and 

strength of the Bank) and the 

development of external factors / 

conditions that directly or indirectly 

affect the Bank's business strategy. 

 

 Tasks related to risk management 

o Develop risk management policies 

and strategies. 
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atau rekomendasi dari auditor intern dan atau 

auditor ekstern, antara lain dengan cara 

menugaskan pegawai yang bertanggung–jawab 

untuk melaksanakannya. 

o Direksi harus menjadi role model bagi seluruh 

pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang 

tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat. 

o Memastikan sistem pengendalian intern yang 

dilakukan telah mencakup: 

 Kesesuaian antara sistem pengendalian intern 

dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat 

pada kegiatan usaha Bank. 

 Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, 

prosedur dan limit. 

 Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan 

fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional 

kepada satuan kerja yang melakukan fungsi 

pengendalian. 

 Struktur organisasi yang menggambarkan secara 

jelas tugas dan tanggung jawab masing–masing 

unit dan individu. 

 Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional 

yang akurat dan tepat waktu. 

 Kecukupan prosedur untuk memastikan 

kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

 Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif 

terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur 

operasional Bank. 

 Pengujian dan kaji ulang yang memadai 

terhadap sistem informasi manajemen. 

 Dokumentasi secara lengkap dan memadai 

terhadap cakupan, prosedur–prosedur 

operasional, temuan audit, serta tanggapan 

pengurus Bank berdasarkan hasil audit. 

 Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan 

berkesinambungan terhadap penanganan 

kelemahan–kelemahan Bank yang bersifat 

material dan tindakan pengurus Bank untuk 

memperbaiki penyimpangan–penyimpangan 

yang terjadi. 

 

 Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 

o Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam 

laporan pelaksanaan Good Corporate Governance 

(GCG): 

 Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang 

bersangkutan maupun pada Bank dan 

perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam 

dan di luar negeri. 

o Responsible for implementation of 

risk management policy and risk 

exposure taken. 

o Evaluate and decide on transactions 

that require the approval of the 

Board of Directors. 

o Develop a Risk Management culture. 

o Increase the competence of human 

resources. 

o Ensure Risk Management function 

has been operating independently. 

o Review the accuracy of the risk 

method, the adequacy of the 

implementation of the Management 

Information System as well as the 

accuracy of policies, procedures and 

the determination of risk limits. 

o Ensure that the executive officers 

and employees of the Bank 

understand and implement risk 

management and authority / 

responsibility / risk culture through 

the various media available. 

 

 Tasks related to internal control 

o Responsible for creating and 

maintaining an effective Internal 

Control System and ensuring that 

the system runs safely and healthily 

in accordance with the internal 

control objectives set by the Bank. 

o Assign managers / officers and staff 

responsible for certain activities or 

functions to develop internal control 

policies and procedures for 

operational activities and adequacy 

of the organization. 

o Effective controls to ensure that 

managers and employees have 

developed and implemented 

established policies and procedures. 

o Document and socialize the 

organizational structure that clearly 

defines the path of authority and 

responsibility for reporting and 

organizes an effective 

communication system to all levels 

of the Bank organization. 

o Take appropriate steps to ensure 

that the activities of internal control 

functions have been carried out by 
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 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga 

dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota 

Direksi dan/atau pemegang saham Bank. 

 Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima 

dari Bank. 

o Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan 

kepemilikan atas Saham Bank Mestika baik 

langsung maupun tidak langsung, paling lambat 10 

(sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau 

perubahan kepemilikan atas saham Bank Mestika. 

o Direksi wajib menginformasikan kepada 

Manajemen Bank Mestika paling lambat 3 (tiga) 

hari sesudah kepemilikan dan setiap perubahan 

kepemilikannya atas saham Bank Mestika, sehingga 

dapat diungkapkan sesuai regulasi transparansi 

kepemilikan saham yang berlaku. 

o Penyampaian informasi kepemilikan atau setiap 

perubahan kepemilikan atas saham Bank Mestika, 

sebagaimana yang disebut pada poin diatas, wajib 

diungkapkan dalam homepage Bank dan Laporan 

Tahunan. 

o Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 

pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan 

setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank. 

Selambat – lambatnya 5 (lima) hari. 

 

 Etika Berusaha dan Anti Korupsi 

o Direksi wajib melaksanakan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha 

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

o Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, 

auditor eksternal, hasil pengawasan 

OtoritasJasaKeuangan/ Bank Indonesia dan/ atau 

hasil pengawasan otoritas lain. 

 

 Hubungan dengan Stakeholder 

o Dewan Direksi wajib memastikan keakuratan 

Laporan Keuangan Tahunan, Laporan GCG, Laporan 

Keuangan Publikasi dan infomasi perbankan lainnya 

yang akan disampaikan ke media. 

o Dewan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan 

nasabah. 

o Dewan Direksi memastikan transparansi informasi 

produk Bank telah disampaikan secara jelas dan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 

 

 

managers / officials and employees 

with sufficient experience and 

capability. 

o Implementing effective remedial 

measures or recommendations from 

internal auditors and / or external 

auditors, among others by assigning 

employees responsible for 

implementing them. 

o The Board of Directors must be a 

role model for all employees or have 

a high personal commitment to the 

development of a sound Bank. 

o Ensure that the internal control 

system has included: 

 Conformity between the internal 

control system and the type and 

level of risk attached to the 

Bank's business activities. 

 Determination of authority and 

responsibility for compliance 

monitoring of policies, 

procedures and limits. 

 Determination of clear reporting 

path and separation of function 

from the operational work unit to 

the work unit performing the 

control function. 

 Organizational structure that 

clearly describes the duties and 

responsibilities of each unit and 

individual. 

 Accurate and timely financial 

reporting and operational 

activities. 

 Adequacy of procedures to 

ensure compliance with 

prevailing laws and regulations. 

 An effective, independent, and 

objective review of Bank policies, 

operational frameworks and 

procedures. 

 Adequate testing and review of 

management information 

systems. 

 Complete and adequate 

documentation of scope, 

operational procedures, audit 

findings, and bank management 

responses based on audit results. 

 Regular and continuous 
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 Sistem Akuntansi dan Pembukuan 

Direksi senantiasa secara berkesinambungan 

melakukan kaji ulang terhadap Sistem Akuntansi dan 

Pembukuan yang meliputi: 

o Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan 

dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, 

menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan 

melaporkan transaksi Bank. 

o Untuk menjamin data akunting yang akurat dan 

konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan 

hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara 

data akunting dan sistem informasi manajemen 

wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang – 

kurangnya setiap bulan. 

 

verification and review of 

handling of material Bank 

weaknesses and Bank actions to 

correct any deviations. 

 

 Disclosure and Confidentiality of 

Information 

o Members of the Board of Directors 

shall disclose in the Good Corporate 

Governance (GCG) implementation 

report: 

 Ownership of their shares, either 

to the Bank concerned or to the 

Bank and other companies, 

domiciled within and outside the 

country. 

 Financial relationships and family 

relationships with other 

members of the Board of 

Commissioners, members of the 

Board of Directors and / or 

shareholders of the Bank. 

 Remuneration and other facilities 

received from the Bank. 

o Directors shall report to the 

Financial Services Authority their 

Bank Shares Ownership and 

respective changes of the shares 

ownership in Bank, either directly or 

indirectly, at the latest 10 (ten) days 

after the occurance of Bank’s shares 

ownership or shares ownership 

changes. 

o Directors shall inform the 

Management of the Bank at the 

latest of 3 (three) days after the 

occurance of Bank shares ownership 

and respective changes of shares 

ownership, thus can be disclosed by 

the Management according to the 

regulations of Shares Ownership 

regulations. 

o The implementation of the above-

mentioned policy, regarding Bank 

Shares Ownership or respective 

Shares Ownership changes, shall be 

disclosed in the Bank homepage and 

Annual Report. 

o Directors may grant written power 

of attorney to other parties to 

report their Bank shares Ownership 
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and respective Shares Ownership 

changes at the latest 5 (five) days 

since the occurance. 

 

 Ethics of Business and Anti-Corruption 

o The Board of Directors shall 

implement the principles of Good 

Corporate Governance (GCG) in each 

of the Bank's business activities at all 

levels or levels of the organization. 

o The Board of Directors shall follow 

up the audit findings and 

recommendations of the Bank 

Internal Audit Work Unit, external 

auditors, the results of supervision 

by the Financial Services Authority / 

Bank Indonesia and / or the results 

of supervision of other authorities. 

 

 Relations with Stakeholders 

o The Board of Directors shall ensure 

the accuracy of the Annual Financial 

Statements, GCG Reports, 

Publications Financial Reports and 

other banking information to be 

submitted to the media. 

o The Board of Directors is responsible 

for the implementation of customer 

complaints policies and procedures. 

o The Board of Directors ensures that 

transparency of Bank product 

information has been clearly 

communicated and complies with 

applicable regulations. 

 

 Accounting and Bookkeeping System 

The Board of Directors continuously 

reviews the Accounting and 

Bookkeeping System which includes: 

o Accounting System includes 

methods and records in order to 

identify, classify, analyze, classify, 

record and report Bank transactions. 

o To ensure accounting data that is 

accurate and consistent with the 

data available based on system 

processed results, the reconciliation 

process between accounting data 

and management information 

system must be conducted 

periodically or at least monthly. 
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3. Wewenang 

 Umum 

Dewan Direksi berhak mewakili perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan serta berhak secara 

penuh dalam melakukan pengelolaan perusahaan, 

akan tetapi dengan batasan tindakan yang memerlukan 

persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS. 

 

 Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan 

Komisaris 

Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari 

Dewan Komisaris: 

o Mendirikan usaha baru atau turut serta pada 

perusahaan lain baik didalam maupun di luar 

negeri. 

o Membeli/ menjual/ mengalihkan hak barang tidak 

bergerak(harta tetap) dan perusahaan–perusahaan, 

menjaminkan/ mengagunkan atau memberati harta 

kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai 

penjamin senilai Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar 

rupiah) atau lebih dan tidak melebihi 50% (lima 

puluhperseratus) aset perseroan. 

 

 Kewenangan Direksi yang harus mendapat 

persetujuan dari RUPS 

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak 

atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian 

besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun 

buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi 

yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus 

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang 

memiliki 75%(tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 

seluruh saham atau hak suara. 

 

3. Authority 

 General 

The Board of Directors shall be entitled 

to represent the company for the 

interests and objectives of the company 

and fully entitled to manage the 

company, but with the limitation of 

actions requiring the approval of the 

Board of Commissioners and the 

General Meeting of Shareholders. 

 

 The authority of the Board of Directors 

that requires the approval of the Board 

of Commissioners 

Actions of the Board of Directors that 

require the approval of the Board of 

Commissioners: 

o Establish new business or participate 

in other companies both inside and 

outside the country. 

o Buying / selling / transferring rights 

of immovable property (fixed assets) 

and companies, pledging / collecting 

or weighing the assets of the 

company, binding the company as a 

guarantor worth Rp. 5,000,000,000 

(five billion rupiah) or more and 

does not exceed 50% (fifty percent) 

of the company's assets. 

 

 The authority of the Board of Directors 

that must be approved by the GMS 

The legal act of transferring, releasing 

rights or making a guarantee of the debt 

of all or most of the company's assets in 

one book year in one transaction or 

several transactions that are 

independent or related to one another 

must be approved by the General 

Meeting of Shareholders attended or 

represented by the holders shares 

having 75% (seventy five percent) of the 

total number of shares or voting rights. 

 

Etika 

Ethics 

 

1. Menghindari Benturan Kepentingan 

 Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki 

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan 

sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan 

1. Avoiding Conflicts of Interest 

 Majority of members of the Board of 

Directors are prohibited from having a 

family relationship up to the second 
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Komisaris. 

 Direksi harus menghindari terjadinya konflik kepentingan 

didalam menjalankan tugasnya. Jika konflik kepentingan 

terjadi maka konflik tersebut wajib diungkapkan. 

degree with other members of the 

Board of Directors and / or with 

members of the Board of 

Commissioners. 

 The Board of Directors must avoid any 

conflicts of interest in carrying out 

their duties. If a conflict of interest 

occurs then the conflict shall be 

disclosed. 

2. Menjaga Kerahasiaan Informasi 

 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum 

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas 

dan fungsi Direksi. 

 Direksi harus menjaga rahasia jabatan yang 

dijalankannya. 

2. Maintain Confidentiality of Information 

 Members of the Board of Directors are 

prohibited to grant power of attorney 

to other parties resulting in the 

transfer of duties and functions of the 

Board of Directors. 

 The Board of Directors must keep the 

secrets of the position duties. 

3. Tidak mengambil keuntungan pribadi 

 Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat 

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 

 Direksi dilarang mengambil dan/ atau menerima 

keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan 

fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

3. Not taking personal advantage 

 The Board of Directors is prohibited 

from utilizing the Bank for personal, 

family, and / or other interests that 

may harm or reduce the Bank's 

profits. 

 The Board of Directors is prohibited 

from taking and / or receiving 

personal benefits from the Bank other 

than remuneration and other facilities 

determined by the General Meeting of 

Shareholders. 

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang–undangan 

 Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif 

pada Bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain. 

 Dalam menjalankan tugasnya Dewan Direksi wajib taat 

dan selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku dalam mengambil keputusan. 

4. Compliance with Legislation 

 Members of the Board of Directors are 

prohibited from serving concurrently 

as members of the Board of 

Commissioners, Board of Directors or 

Executive Officers at Banks, 

companies and / or other institutions. 

 In performing its duties the Board of 

Directors shall comply and observe all 

applicable rules and regulations in 

making decisions. 

5. Keteladanan 

Direksi harus berperilaku secara profesional dan menjaga 

etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh 

elemen organisasi Bank dalam upaya membangun dan 

menjaga reputasi. 

5. Model 

Directors must behave in a professional 

manner and maintain business ethics so 

that it can serve as an example for all 

elements of the Bank's organization in an 

effort to build and maintain reputation. 

6. Etika Kerja 

Sesama anggota Direksi harus saling menghormati, saling 

bahu–membahu, bekerja secara profesional, independen, 

dan transparan. 

6. Work Ethics 

Fellow members of the Board of Directors 

must respect each other, work hand in 

hand, work professionally, independently 

and transparently. 
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Kebijakan Pengelolaan Perusahaan 

Company Management Policy 

 

1. Umum 

Dalam menetapkan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan, 

Direksi menetapkan Risk Appetite dan Risk Tolerance dalam 

melakukan pengambilan keputusan–keputusan yang terkait 

dengan kebijakan strategis Bank. 

1. General 

In establishing the Company's 

Management Policy, the Board of 

Directors establishes Risk Appetite and 

Risk Tolerance in making decisions related 

to the Bank's strategic policy. 

2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan Bank 

Dalam menyusun Kebijakan Pengelolaan Bank, Dewan Direksi 

berpedoman pada prinsip–prinsip: 

 Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan 

industri perbankan dimana Bank beroperasi, termasuk 

bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap 

bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Bank. 

 Mengukur kekuatan dan kelemahan Bank terkait posisi 

daya saing, posisi Bisnis Bank di industri perbankan, dan 

kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen 

risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan 

masa mendatang, kemampuan manajerial, serta 

ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Bank. 

 Menganalisa seluruh alternatif strategi yang tersedia 

setelah mempertimbangkan tujuan stratejik serta 

toleransi risiko Bank. Kedalaman dan cakupan analisa 

harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan 

usaha Bank. 

2. Principles of Bank Management Policy 

In preparing the Bank Management Policy, 

the Board of Directors is guided by the 

following principles: 

 Understand the environmental 

conditions of the business, the 

economy, and the banking industry in 

which the Bank operates, including 

how the impacts of environmental 

changes will affect the Bank's 

business, products, technology and 

office network. 

 Measure the Bank's strengths and 

weaknesses on competitiveness 

positions, Bank's business position in 

the banking industry, and financial 

performance, organizational structure 

and risk management, infrastructure 

for current and future business needs, 

managerial capabilities, and 

availability and limitations of Bank 

resources. 

 Analyze all available strategic 

alternatives after considering the 

strategic objectives and risk tolerance 

of the Bank. The depth and scope of 

the analysis should be in line with the 

scale and complexity of the Bank's 

business activities. 

3. Pendelegasian Wewenang diantara anggota Direksi 

Semua anggota Direksi bekerja sebagai satu kesatuan. 

Apabila salah seorang anggota Direksi berhalangan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai Direksi, maka anggota Direksi 

lain dapat menggantikan fungsinya untuk sementara sesuai 

dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 

3. Delegation of Authority among members 

of the Board of Directors 

All the members of the Board of Directors 

works as an entity. If any member of the 

Board of Directors is unable to perform its 

functions as a Board of Directors, other 

members of the Board of Directors may 

temporarily substitute their functions in 

accordance with the Board of 

Commissioners and Board of Directors 

Meeting Resolutions. 
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4. Pembagian Tugas Direksi 

 Umum 

Pembagian tugas Direksi yang semula collegial, menjadi 

terpisah berdasarkan konsep homogenitas sifat tugasnya, 

keahlian, beban kerja serta prinsip internal control yang 

baik. 

 

 Pembagian Tugas Direksi 

Semua anggota Dewan Direksi bekerja sebagai satu 

kesatuan. Demi efisiensi kerja masing–masinganggota 

akan lebih khusus memperhatikan aspek–aspek tertentu 

sebagaimana diatur dalam job description masing-masing 

anggota Direksi. 

 

 Penggunaan Saran Professional 

Direksi dilarang menggunakan penasihat perseorangan 

dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

o Proyek bersifat khusus. 

o Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-

kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab 

dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. 

Konsultan adalah pihak independen dan memiliki 

kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat 

khusus. 

 

 Pengunduran Diri 

Direktur yang terbukti terlibat dalam kejahatan 

keuangan, seperti manipulasi dan berbagai bentuk 

penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta 

Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 

dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang wajib mengajukan pengunduran diri dari 

kepengurusan Bank. 

 

4. Division of Directors' Duties 

 General 

The division of duties of the Board of 

Directors, originally collegial, became 

separated based on the concept of 

homogeneity of the nature of its 

duties, expertise, workload and good 

internal control principles. 

 

 Division of Directors' Duties 

All members of the Board of Directors 

work as a whole. For the sake of 

individual work efficiency - each 

member will be more special 

attention to certain aspects as 

arranged in the job description of each 

member of the Board of Directors. 

 

 Use of Professional Suggestions 

Directors are prohibited from using 

personal and / or professional 

advisors as consultants unless they 

meet the following requirements: 

o Special Project. 

o Based on a clear contract, which at 

least covers the scope of work, 

responsibilities and terms of 

employment and costs. 

Consultants are independent and 

qualified to work on a project that 

is of a special nature. 

 

 Resignation 

Directors who are proven to be 

involved in financial crimes, such as 

manipulation and various forms of 

embezzlement in the financial services 

activities and Money Laundering 

Crimes Act as referred to in Law 

Number 8 of 2010 concerning the 

Prevention and Eradication of Money 

Laundering Crimes shall be required to 

file a resignation from the 

management of the Bank. 

 

Rapat 

Meeting 

 

1. Umum 

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan 

melalui rapat Direksi. 

1. General 

Every policy and strategic decision must 

be decided through the Board of Directors 
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meeting. 

2. Jadwal dan Agenda Rapat 

 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala 

paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 

 

 Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri 

mayoritas dari seluruh anggota Direksi. 

 

 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan 

Komisaris secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 

4 (empat) bulan. 

 

 Rapat Direksi diadakan setiap waktu atas permintaan 

seseorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih 

anggota Komisaris, seorang atau lebih pemegang saham 

yang secara bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari 

seluruh saham perseroan. 

2. Schedule and Meeting Agenda 

 The Board of Directors shall hold a 

meeting of the Board of Directors 

periodically at least once every 

month. 

 

 Meetings of the Board of Directors 

may be held if the majority of the 

members of the Board of Directors are 

present. 

 

 The Board of Directors must hold a 

meeting of the Board of Directors with 

the Board of Commissioners on a 

periodical basis at least once every 4 

(four) months. 

 

 Meetings of the Board of Directors are 

held at any time at the request of one 

or more members of the Board of 

Directors, one or more 

Commissioners, one or more 

shareholders jointly representing 1/10 

of the total shares of the company 

3. Prosedur Kehadiran Rapat 

Mayoritas anggota Direksi wajib hadir dalam setiap rapat 

Dewan Direksi. 

3. Meeting attendance procedure 

The majority of members of the Board of 

Directors shall be present at each Board 

meeting. 

4. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan 

 Setiap Rapat Dewan Direksi wajib membahas mengenai 

evaluasi dan penyempurnaan implementasi Good 

Corporate Governance (GCG). 

 Pengambilan keputusan rapat Dewan Direksi dilakukan 

berdasarkan musyawarah mufakat. 

 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat 

sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

 Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat 

dan didokumentasikan secara baik. 

 Perbedaaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi 

dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas 

dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat 

tersebut. 

4. Problem Discussion and Decision Making 

Procedures 

 Each Board of Directors Meeting shall 

discuss the evaluation and 

improvement of the implementation 

of Good Corporate Governance (GCG). 

 The decision making of the Board of 

Directors meeting is based on 

consensus deliberation. 

 In the absence of consensus 

deliberations as intended, decision-

making is based on the majority of 

votes. 

 The results of the Board of Directors' 

meetings shall be set forth in minutes 

of meetings and properly 

documented. 

 The dissenting opinions that occur in 

the Board of Directors meetings shall 

be clearly stated in the minutes of the 

meeting and the reasons for the 

dissent. 
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5. Pembuatan Risalah Rapat Direksi 

Dalam menyusun risalah rapat Direksi beberapa hal yang 

diperlukan, yakni: 

 Lengkap dan Akurat: informasi yang disajikan dalam 

risalah rapat harus menjelaskan secara rinci topik dan 

pembahasan yang dilakukan serta pendapat yang 

dikemukakan oleh peserta rapat. 

 Terang dan Jelas: isi dan kaidah bahasa dalam risalah 

rapat harus jelas dan tidak menimbulkan keragu–raguan 

atau penafsiran lain sehingga perlu dihindari kata-kata 

yang tidak lazim digunakan. 

 Tempat dan Waktu: tempat dan waktu rapat harus 

tercantum secara jelas dalam risalah rapat yang dibuat. 

5. Preparation of Minutes of Meeting of 

Directors 

In preparing minutes of meetings of the 

Board of Directors, several things are 

needed, namely: 

 Complete and Accurate: the 

information presented in the minutes 

of the meeting should explain in detail 

the topics and discussions undertaken 

as well as the opinions expressed by 

the meeting participants. 

 Bright and Clear: the content and rules 

of the language in the minutes of the 

meeting should be clear and do not 

cause any doubt or other 

interpretation so avoid unnatural 

words used. 

 Place and Time: the place and time of 

the meeting must be clearly stated in 

the minutes of the meeting being 

made. 

 

Waktu Kerja 

Working time 

 

1. Direksi wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung–jawabnya secara optimal setiap hari kerja. 

2. Cuti tidak boleh dilakukan 3(tiga) orang anggota Direksi 

secara bersamaan. 

3. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota 

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, 

perusahaan dan/ atau lembaga lain. 

1. The Board of Directors shall provide the 

time to perform its duties and 

responsibilities optimally every working 

day. 

2. Leave shall not be 3 (three) members of 

the Board of Directors simultaneously. 

3. Members of the Board of Directors are 

prohibited from serving concurrently as 

members of the Board of Commissioners, 

Board of Directors, or Executive Officers at 

Banks, companies and / or other 

institutions. 

 

Self Assessment 

Self – Assessment 

 

1. PenilaianSendiri (Self Assessment) terhadap kinerja Direksi 

mengacu pada Pedoman Penilaian Good Corporate 

Governance Bank. 

2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Direksi terbagi menjadi 3 

(tiga) komponen utama, yakni: 

 Governance Structure. 

 Governance Process. 

 Governance Outcome. 

 

3. Penilaian dilaksananakan secara semester bersamaan dengan 

1. Self Assessment on the performance of 

the Board of Directors refers to the 

Guidelines for the Good Corporate 

Governance Assessment of the Bank. 

 

2. Self Assessment The Board of Directors is 

divided into 3 (three) main components, 

namely: 

 Governance Structure. 

 Governance Process. 
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penilaian penerapan Good Corporate Governance. 

 

4. Peringkat penetapan peringkat penilaian dikategorikan 

kedalam 5 (lima) peringkat, yakni: 

 Peringkat 1 (sangat baik). 

 Peringkat 2 (baik). 

 Peringkat 3 (cukup baik). 

 Peringkat 4 (kurang baik). 

 Peringkat 5 (tidak baik). 

 Governance Outcome. 

 

3. The assessment is carried out in semester 

simultaneously with the assessment of the 

implementation of Good Corporate 

Governance. 

 

4. Ranking ratings are categorized into 5 

(five) ratings, namely: 

 Rank 1 (very good). 

 Rank 2 (good). 

 Rank 3 (good enough). 

 Rank 4 (less good). 

 Rank 5 (not good). 

 


